BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN SECARA
ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan agar Perencanaan
Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan
informasi yang dikelola dalam Sistem:;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah
menyelenggarakan  Sistem Informasi Keuangan
Daerah;

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
yang meliputi proses perencanaan dan pengelolaan
keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan, diperlukan Penyelenggaraan
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan (SiMRAL) secara online,
yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh
pemangku kepentingan pembangunan pada setiap
proses dan tahapan perencanaan pembangunan serta
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sintang;

d. bahwa ...



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang
Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan Secara Online di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang ...



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG
PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PELAPORAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sintang.

S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pembangunan daerah di Kabupaten Sintang.

8. Badan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah di Kabupaten Sintang.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disebut Diskominfo adalah SKPD yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten
Sintang.

Inspektorat adalah SKPD yang mempunyai tugas
membantu  Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh
Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah,
selanjutnya  disingkat APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang selanjutnya disebut
SiMRAL adalah aplikasi yang mencakup semua proses
dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan
keuangan dan kegiatan pembangunan di Pemerintah
Kabupaten Sintang.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

16. Badan ...



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

(1)

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada
SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sintang yang dibentuk untuk memberikan elayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar
pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan Nasional dan rencana pembangunan
Daerah.

Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang
bertanggung jawab untuk mengelola SIMRAL.

Pengguna adalah pengguna SiMRAL.

Hak Akses adalah pembagian hak dalam mengakses
SiMRAL.

Grup Pengguna adalah grup yang mendefinisikan hak
akses yang mengklasifikasikan peran dan fungsi dari
Pengguna.

Nama Pengguna adalah nama yang diberikan oleh
Administrator untuk mengakses SiMRAL.

Password adalah kumpulan karakter yang digunakan
oleh Pengguna untuk memuverifikasi identitasnya
dalam mengakses SiMRAL sesuai dengan nama
pengguna yang telah diberikan oleh Administrator.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur
Penyelenggaraan SiMRAL secara online untuk seluruh
pemangku kepentingan pembangunan dan
pengelolaan keuangan di Kabupaten Sintang.

(2) Peraturan ...



(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan
acuan pelaksanaan dan penggunaan SiMRAL secara
online bagi seluruh SKPD dan para pemangku
kepentingan pembangunan dan pengelolaan keuangan
di Kabupaten Sintang.

(3) Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

a. Sistem pendukung keputusan (decision support
system) untuk mengumpulkan data, mengolah
data, menganalisa data, mengelola keuangan dan
pengambilan keputusan dalam proses perencanaan
dan pengelolaan keuangan secara terpadu;

b. Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi
secara terstruktur pada setiap tahapan
perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan di Kabupaten Sintang.

BAB III
PENGELOLAAN SIMRAL

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab

Pasal 3

Penanggung Jawab pengelolaan SiMRAL adalah sebagai

berikut :

a. Kepala  Bappeda  sebagai penanggung jawab
pengelolaan  SiIMRAL dalam  hal perencanaan
pembangunan daerah;

b. Kepala BPKAD sebagai penanggung jawab pengelolaan
SiMRAL dalam hal penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan;

c. Kepala Diskominfo sebagai penanggung jawab
pengelolaan SiMRAL dalam hal pemeliharaan dan
pengembangan SiMRAL.

d. Kepala Inspektorat sebagai penanggung jawab
pengelolaan SiIMRAL dalam hal pengawasan terhadap
proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
dalam SiMRAL.

Pasal 4 ...



Pasal 4

Dalam hal Diskominfo belum bisa melaksanakan
fungsinya  dalam = melakukan  pemeliharaan dan
pengembangan SiMRAL, maka fungsi pemeliharaan dan
pengembangan SiMRAL menjadi tanggung jawab Bappeda
dan BPKAD.

Bagian Kedua
Pengguna

Pasal 5

Pengguna terdiri dari :

a. Bupati dan Wakil Bupati Sintang;

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang;
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
Seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang
ada di wilayah Kabupaten Sintang.

oo

Pasal 6

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
mendapatkan Nama Pengguna dan password dari
Administrator SIMRAL.

Bagian Ketiga
Pembagian Grup Pengguna dan Akses SIMRAL
Pasal 7

(1) Grup Pengguna SiMRAL dibagi menjadi :
Administrator;
PDE;
Perencanaan;
Anggaran;

Kas Daerah;
Belanja Daerah;
Akuntansi;

. Gaji;

Aset;
Pengawasan;

. Pejabat Negara;
Pimpinan SKPD;
m. TAPD;
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n. DPRD ...



DPRD;

Program dan Keuangan SKPD;
Program dan Keuangan BLUD;
PPK SKPD;

PPK PPKD;

Bendahara Pengeluaran PPKD;
Bendahara Penerimaan SKPD;
Bendahara Pengeluaran SKPD;
Pengurus Barang Pengguna;

. Musrenbang Desa;
Musrenbang Kecamatan;
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(2) Pengguna dapat menggunakan lebih dari 1 (satu)
Grup.
Pasal 8

(1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf a memiliki akses ke seluruh modul pada
SiMRAL.

(2) PDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b memiliki akses SIMRAL terhadap modul:
a. Administrator, dengan tipe akses read write;
b. Help Desk, dengan tipe akses read write;
c. Setup SIKD, dengan tipe akses read write.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf c memiliki akses terhadap modul:
Help Desk, dengan tipe akses read write;
Setup SIKD, dengan tipe akses read write;
RPJMD, dengan tipe akses read write;
Renstra SKPD, dengan tipe akses read write;
Musrenbang, dengan tipe akses read write;
RKPD, dengan tipe akses read write;
Renja SKPD, dengan tipe akses read write;
KUA/PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
RAPBD ke PROV, dengan tipe akses read only;
APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Pendapatan, dengan tipe akses read only;
Perubahan, dengan tipe akses read only;
Akuntansi, dengan tipe akses read only.
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(4) Akses ...



(4) Akses modul perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk mengakses semua SKPD.

(5) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf d memiliki akses terhadap modul:

Help Desk, dengan tipe akses read write;
Setup SIKD, dengan tipe akses read write;
RPJMD, dengan tipe akses read only;
Renstra SKPD, dengan tipe akses read only;
Musrenbang, dengan tipe akses read only;
RKPD, dengan tipe akses read only;
Renja SKPD, dengan tipe akses read only;
KUA/PPAS, dengan tipe akses read write;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read write;
RAPBD ke PROV, dengan tipe akses read write;
APBD/DPA, dengan tipe akses read write;
Pendapatan, dengan tipe akses read only;

. Belanja, dengan tipe akses read only;
Kas Daerah, dengan tipe akses read only;
Perubahan, dengan tipe akses read write;
Akuntansi, dengan tipe akses read only;
SIKD Client, dengan tipe akses read only.
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(6) Akses modul anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) untuk mengakses semua SKPD.

(7) Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf e memiliki akses terhadap modul:

Help Desk, dengan tipe akses read write;

RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;

APBD/DPA, dengan tipe akses read only;

Pendapatan, dengan tipe akses read write;

Belanja, dengan tipe akses read only;

Kas Daerah, dengan tipe akses:

-  Menu SPD read write;

- Menu SP2D untuk Verifikasi SPM, Penerbitan
SP2D dan Koreksi SP2D read only;

- Menu SP2D untuk Daftar Penguji SP2D dan
Register Pencairan SP2D read write;

- Menu SPP/SPM/SP2D Non Anggaran read only;

-  Menu Pembukuan read write;

-  Menu Pengesahan SP2B read only;

Moo o

- Menu ...



Menu Laporan untuk Laporan SPD, Laporan
Pembukuan, Laporan LRA Sinergi dan Laporan
Monitoring read write.

Menu Laporan untuk Laporan SP2D read only;

g. Perubahan, dengan tipe akses read only;
h. BLUD, dengan tipe akses read only;

i. Akuntansi, dengan tipe akses read only;
j- SIKD Client, dengan tipe akses read write.

(8) Akses modul kas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) untuk mengakses semua SKPD.

(9) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf f memiliki akses terhadap modul:
a. Help Desk, dengan tipe akses read write;
b. RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
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APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses read only;
Kas Daerah, dengan tipe akses :

Menu SPD read only;

Menu SP2D untuk Verifikasi SPM, Penerbitan
SP2D dan Koreksi SP2D read write;

Menu SP2D untuk Daftar Penguji SP2D dan
Register Pencairan SP2D read only;

Menu SPP/SPM/SP2D Non Anggaran read write;
Menu Pembukuan read only;

Menu Pengesahan SP2B read write;

Menu Laporan untuk Laporan SPD, Laporan
Pembukuan, Laporan LRA Sinergi dan Laporan
Monitoring read only;

Menu Laporan untuk Laporan SP2D read write.

Perubahan, dengan tipe akses read only;
BLUD, dengan tipe akses read only;

. Akuntansi, dengan tipe akses read only;
SIKD Client, dengan tipe akses read only.

(10) Akses modul belanja daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) untuk mengakses semua SKPD.

(11) Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf g memiliki akses terhadap modul:
a. Help Desk, dengan tipe akses read write;
b. APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
c. Pendapatan, dengan tipe akses read write;

d. Belanja ...
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Belanja, dengan tipe akses:

Menu SPD read only;

Menu SPP read only;

Menu SPM read only;

Menu SP2D read only;

Menu Pembukuan Belanja read write;
Menu Laporan read write.

Kas Daerah, dengan tipe akses read only;
Perubahan, dengan tipe akses read only;
BLUD, dengan tipe akses read write;

. Akuntansi, dengan tipe akses read write;

SIKD Client, dengan tipe akses read write.

(12) Akses modul akuntansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) untuk mengakses semua SKPD.

(13) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf h memiliki akses terhadap modul:

APBD/DPA, dengan tipe akses read only;

Kas Daerah, dengan tipe akses:

a.
b.

Menu SPD read only;

Menu SP2D untuk Verifikasi SPM, Penerbitan
SP2D dan Koreksi SP2D read write;

Menu SP2D untuk Daftar Penguji SP2D dan
Register Pencairan SP2D read only;

Menu SPP/SPM/SP2D Non Anggaran read write;
Menu Pembukuan read only;

Menu Pengesahan SP2B read write;

Menu Laporan untuk Laporan SPD, Laporan
Pembukuan, Laporan LRA Sinergi dan Laporan
Monitoring read only;

Menu Laporan untuk Laporan SP2D read write.

Perubahan, dengan tipe akses read only;

(14) Akses modul gaji sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) untuk mengakses semua SKPD.

(15) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf i memiliki akses terhadap modul:

Help Desk, dengan tipe akses read write;

b. Renja SKPD, dengan tipe akses read only;

RKPD, dengan tipe akses read only;

RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;

APBD/DPA, dengan tipe akses read only;

a.
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f. Belanja...



f. Belanja, dengan tipe akses read only;
g. BLUD, dengan tipe akses read only;
h. Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(16) Akses modul aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) untuk mengakses semua SKPD.

(17) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf j memiliki akses terhadap modul:

Setup SIKD, dengan tipe akses read only;
RPJMD, dengan tipe akses read only;
Renstra SKPD, dengan tipe akses read only;
Musrenbang, dengan tipe akses read only;
RKPD, dengan tipe akses read only;
Renja SKPD, dengan tipe akses read only;
KUA/PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Pendapatan, dengan tipe akses read only
Belanja, dengan tipe akses read only;
Kas Daerah, dengan tipe akses read only;

. Perubahan, dengan tipe akses read only;
BLUD, dengan tipe akses read only;
Akuntansi, dengan tipe akses read only.
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(18) Akses modul pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) untuk mengakses semua SKPD.

(19) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf k memiliki akses terhadap modul:

RPJMD, dengan tipe akses read only;
Renstra SKPD, dengan tipe akses read only;
Musrenbang, dengan tipe akses read only;
RKPD, dengan tipe akses read only;
Renja SKPD, dengan tipe akses read only;
KUA/PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
RAPBD ke PROV, dengan tipe akses read only;
APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Pendapatan, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses read only;
Kas Daerah, dengan tipe akses read only;

. Perubahan, dengan tipe akses read only;
BLUD, dengan tipe akses read only;
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o. Akuntansi ...



o. Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(20) Akses modul pejabat negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (19) untuk mengakses semua SKPD.

(21) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf 1 memiliki akses terhadap modul:

RPJMD, dengan tipe akses read only;
Renstra SKPD, dengan tipe akses read only;
Musrenbang, dengan tipe akses read only
RKPD, dengan tipe akses read only;
Renja SKPD, dengan tipe akses read only;
KUA PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Pendapatan, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses read only;
Kas Daerah, dengan tipe akses read only;
Perubahan, dengan tipe akses read only;

. BLUD, dengan tipe akses read only;
Akuntansi, dengan tipe akses read only.
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(22) Akses modul pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (21) hanya untuk mengakses SKPD masing-
masing.

(23) TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf m memiliki akses terhadap modul:
RPJMD, dengan tipe akses read only;
Renstra SKPD, dengan tipe akses read only;
Musrenbang, dengan tipe akses read only;
RKPD, dengan tipe akses read only;
Renja SKPD, dengan tipe akses read only;
KUA/PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
RAPBD ke PROV, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Pendapatan, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses read only ;

. Kas Daerah, dengan tipe akses read only;
Perubahan, dengan tipe akses read only;
BLUD, dengan tipe akses read only;
Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(24) Akses ...
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(24) Akses modul TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(23) untuk mengakses semua SKPD.

(25) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf n memiliki akses terhadap modul:

a.
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Musrenbang pada menu Reses Dewan dengan tipe
akses read write;

Renja SKPD, dengan tipe akses read only;

RKPD, dengan tipe akses read only;

KUA/PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/APBD, dengan tipe akses read only

RAPBD ke PROV, dengan tipe akses read only;
APBD/DPA, dengan tipe akses read only;

. Pendapatan, dengan tipe akses read only;

Perubahan, dengan tipe akses read only;
Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(26) Akses modul DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(25) untuk mengakses semua SKPD.

(27) Program dan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o memiliki akses
terhadap modul:
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RPJMD, dengan tipe akses read only;
Renstra SKPD, dengan tipe akses read write;
Musrenbang dengan tipe akses read only;
Renja SKPD, dengan tipe akses read write;
RKPD, dengan tipe akses read only;
KUA/PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read write;
APBD/DPA, dengan tipe akses read write;
Pendapatan, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses read only;

. Perubahan, dengan tipe akses read write.

Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(28) Akses modul program dan keuangan SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (27) hanya untuk
mengakses SKPD masing-masing.

(29) Program dan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p memiliki akses
terhadap modul:

a.

RPJMD, dengan tipe akses read only;

b. Renstra ...
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Renstra SKPD, dengan tipe akses read write;
Musrenbang dengan tipe akses read only;
Renja SKPD, dengan tipe akses read write;
RKPD, dengan tipe akses read only;
KUA/PPAS, dengan tipe akses read only;
RKA/RAPBD, dengan tipe akses read write;

. APBD/DPA, dengan tipe akses read write;

Pendapatan, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses read only;

. Perubahan, dengan tipe akses read write.

BLUD, dengan tipe akses read write;

m. Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(30) Akses modul program dan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (29) hanya untuk
mengakses SKPD masing-masing.

BLUD

(31) PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf q memiliki akses terhadap modul:

a.
b.

APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses:

-  Menu SPD read only;

- Menu SPP read only;

- Menu SPM read write;

-  Menu SP2D read only;

- Menu Pembukuan Belanja SPJ Belanja read

write;
- Menu Laporan read only.
Perubahan, dengan tipe akses read only;

Akuntansi pada menu Akuntasi SKPD dengan tipe

akses read write.

(32) Akses modul PPK SPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (31) hanya untuk mengakses SKPD masing-
masing.

(33) PPK PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf r memiliki akses terhadap modul:

a.
b.

APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Belanja dengan tipe akses:

-  Menu SPD read only;

- Menu SPP read only;

- Menu SPM read write;

- Menu SP2D read only;

- Menu ...



C.

- Menu Pembukuan Belanja SPJ Belanja read
write;

- Menu Laporan read only.

Perubahan, dengan tipe akses read only.

d. Akuntansi pada menu Akuntasi PPKD dengan tipe

akses read write.

(34) Akses modul PPK PPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (33) hanya untuk mengakses SKPD masing-
masing.

(35) Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s memiliki akses
terhadap modul:

a.
b.

C.

d.

APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Belanja, dengan tipe akses:

-  Menu SPD read only;

-  Menu SPP read write;

- Menu SPM read only;

- Menu SP2D read only;

- Menu Pembukuan Belanja read write;
-  Menu Laporan read write.

Perubahan, dengan tipe akses read only;
Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(36) Akses modul bendahara  pengeluaran  PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (35) hanya untuk
mengakses SKPD masing-masing.

(37) Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf t memiliki akses terhadap
modul:

a.

APBD/DPA, dengan tipe akses read only;

b. Pendapatan, dengan tipe akses read write;
c.
d

Perubahan, dengan tipe akses read only;

. Akuntansi, menu Akuntasi SKPD dengan tipe

akses read write.

(38) Akses modul bendahara  penerimaan  SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (37) hanya untuk
mengakses SKPD masing-masing.

(39) Bendahara ...



(39) Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf u memiliki akses
terhadap modul:

a. APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
b. Belanja, dengan tipe akses:

Menu SPD read only;

Menu SPP read write;

Menu SPM read only;

Menu SP2D read only;

Menu Pembukuan Belanja read write;
Menu Laporan read write.

c. Perubahan, dengan tipe akses read only;
d. Akuntansi, dengan tipe akses read only;

(40) Akses

modul bendahara  pengeluaran  SPKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (39) hanya untuk
mengakses SKPD masing-masing.

(41) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf v memiliki akses
terhadap modul:

a. Renja SKPD, dengan tipe akses read only;
b. RKA/RAPBD, dengan tipe akses read only;
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APBD/DPA, dengan tipe akses read only;
Perubahan, dengan tipe akses read only;
Akuntansi, dengan tipe akses read only.

(42) Akses modul pengurus barang pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (31) hanya untuk mengakses
SKPD masing-masing.

(43) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf w hanya memiliki akses
terhadap modul Musrenbang pada menu Desa/Kel
dengan tipe akses read write.

(44) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf x memiliki akses
terhadap modul Musrenbang:

1) Menu Form Desa/Kel dengan tipe akses read only;
2) Menu Form Kecamatan dengan tipe akses read
write.

Pasal 9 ...



Pasal 9

Nama-nama Pengguna SiMRAL ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi mutasi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang
mengakibatkan Pengguna yang sudah terdaftar pada
SiMRAL berpindah tempat tugas, maka Pengguna
tersebut wajib melaporkan kepada Administrator
SiMRAL.

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Administrator akan menindaklanjuti dengan
menghapus Nama Pengguna tersebut pada SiIMRAL.

(3) Terhadap Nama Pengguna yang sudah dihapus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), administrator
akan memberikan Nama Pengguna kepada Pengguna
baru yang menggantikan posisi Pengguna sebelumnya
berdasarkan usulan dari SKPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11

Bappeda, BPKAD, Diskominfo dan Inspektorat melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SiMRAL,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV ...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH
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